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Mardis Awaluddin (B111 13 044), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara bersama-Sama Terhadap 
Orang Dimuka Umum (studi kasus putusan No. 
223/Pid.B/2015/PN.WTP), dibawah bimbingan Bapak Slamet Sampurno 
selaku Pembimbing I, dan Ibu Dara Indrawati selaku Pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
oleh hakim dalam putusan No. 223/Pid.B/2015/PN.WTP, dan 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap  putusan No. 
223/Pid.B/2015/PN.WTP. penelitian ini dilaksanakan di Kota Bone yang 
mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Waampone. Penulis 
mengambil data yang diperoleh secara langsung dari responden di lokasi 
penelitian serta berupa sumber-sumber tertentu, seperti dokumen-
dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang berkaitan dengan 
pembahasan penelitian ini. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan atau wujud 
pemidanaan terhadap kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara 
bersama-sama nomor putusan: 223/Pid.B/2015/PN.WTP sudah tepat, 
karena terbukti memenuhi unsur dalam perkara yang didakwakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim, serta penjatuhan pidana tidak 
melebihi dari pidana yang diancamkan oleh pasal 170 ayat (1) KUHP, 
yaitu hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dan 10 hari 
dikurangi selama mereka ditahan. Pertimbangan hukum Hakim dalam 
menjatuhkan pidana sudah benar dan tepat karena dasar-dasar yang 







Mardis Awaluddin (B111 13 044), Juridical Review Against Criminal 
Violence Engaged Against Public Personnel (case study No. 223 / 
Pid.B / 2015 / PN.WTP), under the guidance of Mr. Slamet Sampurno as 
Supervisor I, and Mrs. Dara Indrawati as Supervisor II. This study aims to 
determine the application of criminal law by judges in decision No. 223 / 
Pid.B / 2015 / PN.WTP, and judges' judgment in imposing sanctions on 
the verdict. 223 / Pid.B / 2015 / PN.WTP. this research was conducted in 
Bone Town which took the research site at the Watampone District Court. 
The authors retrieve data obtained directly from the respondents at the 
research sites as well as in the form of certain sources, such as 
documents as well as other literature on reading related to this research. 
The result of the research indicates that the application or the form of 
criminal punishment against the violence against the person conducted 
jointly by the decision number: 223 / Pid.B / 2015 / PN.WTP is correct, as 
it proves to fulfill the element in the case indicted by the Public Prosecutor 
and Judge , and the criminal sanction does not exceed the criminal 
sanction imposed by Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code, which 
only impose a jail term of 3 months and 10 days is reduced during their 
detention. Judge's judicial consideration in imposing criminal punishment 
is correct and correct because the burdensome and criminalizing grounds 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Negara kita adalah Negara berkembang yang sedang 
melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan 
pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan 
batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila 
masyarakat mempunyai kesadaran berNegara dan berusaha untuk 
mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 
Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian 
menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal 
tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berprilaku 
serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan 
masyarakat yang di wujudkan dengan bertingkah laku sesuai 
dengan norma yang berlaku masyarakat. 
Masyarakat selalu memerlukan kertiban dan kedamaian, 
karena unsur ketertiban dan kedamaian menjadi pilar untuk 
mempertahankan suasana kehidupan tersebut. Salah satu unsur 
yang sering mangganggu ketentraman masyarakat adalah unsur 
kriminal. Kriminal sebagai salah satu perbuatan yang anti sosial 
pada saat tertentu memungkinkan adanya kecenderungan 
meningkat, dan dengan meningkatnya kriminalitas ditegah 
masyarakat maka ketentraman hidup masyarakat pasti terganggu. 
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Tingkat kriminalitas masyarakat seiring dengan 
perkembangan masyarakat itu sendiri, artinya kejahatan di tengah 
masyarakat biasanya mucul pada saat-saat Negara melakukan 
pembangunan yang sangat pesat akan tetapi tidak berarti bahwa 
pembangunan menjadi penyebab meningkatnya kejahatan karena 
pembangunan itu sendiri adalah salah satu bentuk untuk 
menurunkan kecenderungan kriminal di tengah masyarakat, bahwa 
melalui pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin 
baik.  
Suasana pembangunan yang pesat seperti sekarang ini 
dapat menimbulkan cara hidup tidak wajar yang tidak berimbang 
antara kebutuhan dengan kemampuan, yang pada klimaksnya 
dapat terjadi penyimpangan norma hidup serta pelanggaran 
ketentuan hukum yang berlaku. Hal demikian dapat menimbulkan 
berbagai tindak kejahatan di tengah masyarakat berupa kejahatan 
ekonomis, kejahatan terhadap nyawa, seksual, bahkan kejahatan 
politis yang mengakibatkan terganggunya rasa aman masyarakat, 
hal yang bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan 
bahwa:  
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada dibawah 
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi 
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Pembangunan bangsa mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang 
serius dari semua pihak, karena masalah kriminalitas itu adalah 
tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. 
Karena itu pengadilan masalah kriminal berkait dengan 
pengendalian individu di tengah masyarakat. Kriminalitas ditengah 
masyarakat tidak dapat di hilangakan akan tetapi dapat ditekan 
semaksimal mungkin.  
Kejahtan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi 
dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa di pungkiri 
keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi 
dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatla di 
perlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan 
tersebut, suatu misal kejahatan yang sering terjadi di masyarakat 
yaitu kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap 
orang di muka umum (pengeroyokan). 
Saat ini, hampir setiap hari terdengar tindak pidan kekerasan 
yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka 
umum (pengeroyokan). Tindakan ini telah menyebabkan keresahan 
dalam lingkungan masyarakat. Kekerasan yang dilakukan secara 
bersama-sama terhadap orang di muka umum sering terjadi hanya 
karena masalah sepele, misalnya hanya bersenggolan di jalan atau 
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hanya tersingung dengan perkataan seseorang. Sering juga terjadi 
karena kesala pahaman. 
Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap 
orang di muka umum (pengeroyokan) adalah tindak pidana yang 
paling sering dan paling mudah terjadi dimasyarakat. Mengingat 
pengeroyokan ini suda merajalela dan sering terjadi, di kalangan 
masyarakat yang mengakibatkan luka-luka bahkan hilangnya 
nyawa seseorang, maka dari itu tuntutan agar di jatuhkannya snksi 
kepada pelaku pengeroyokan harus betul-betul mampu 
memberikan efek jerah bagi si pelaku. Dengan tindakan apparat 
penegak hukum dalam membeika sanksi para pelaku, di harapkan 
mampu mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di Negara 
tercinta kita ini, khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan 
secara bersama-sama terhadap orang di muka umum 
(pengeroyokan) dan tindak pidan lainnya.  
Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-
sama terhadap orang di muka umum (pengeroyokan) yang 
senantiasa di hadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat di 
hapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha 
yang harus di lakukan manusia dalam menghadapi kejahatan 
harusla bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu 
bertujaun untuk mengurangi terjadinya kejahatan. Apalagi dengan 
melihat semakin meningkatnya  tindak pidana kekerasan yang 
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dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum, 
seperti halnya yang terjadi di lingkungan masyarakat Kabupaten 
Bone akhir-akhir ini. 
Berdasarkan uaraian di atas, maka penulis tertarik untuk 
meneliti dan mengkaji sebagian bentuk karya ilmiah (skripsi) 
dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap 
Orang di muka Umum (Studi Kasus Putusan Nomor 
223/Pid.B/2015/PN.WTP) 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis 
dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap 
pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara 
bersama-sama terhadap orang di muka umum dalam 
putusan Nomor 223/Pid.B/2015/PN.WTP? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan  putusan terhadap pelaku tindak pidana 
kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap 





C. Tujuan dan kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil 
terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara 
bersama-sama terhadap orang di muka umum dalam 
putusan Nomor 223/Pid.B/2015/PN.WTP. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 
pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama 
terhadap orang di muka umum dalam putusan Nomor 
223/Pid.B/2015PN.WTP 
2. Kegunaan penelitian 
Berdasarkan tujuan penulisan, maka di harapkan nantinya 
berguna untuk : 
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat 
memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, 
khususnya hukum pidana dan juga yang memiliki minat 
melakukan penelitian tentang tindak kekerasan yang 




2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan 
memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang 







A. PENGERTIAN TINJAUAN YURIDIS 
Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi 
hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum 
menurut ketentuan pidana hukum materil, khusus dalam tulisan ini 
pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas 
mengenai apa itu delik, siapa pelakunya, terpenuhi atau tidaknya 
unsur-unsur delik, pertanggung jawaban pidana serta penerapan 
sanksi terhadap terdakwa pelaku tindak pidana. Tinjauan yuridis 
disini berarti hukum pidana materil.  
Hukum pidana materli adalah isu atau subtansi dari hukum 
pidana, dimana hukum pidana materil mengandung petunjuk-
petunjuk dan uraian tentang strafbaar feit (delik; perbuatan pidana; 
tindak pidana) peraturan tentang syarat-syarat strafbaarheid (hal 
dapat di pidanya seseorang), penunjuk orang yang dapat di pidana 
dan ketentuan tentang pidanya; hukum pidana materil menetapkan 
siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. 
Menurut Van Hattum (Lamintang, 1997: 10), hukum pidana 
materil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan 
tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-
tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang 
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dipertanggungjawabkan terhadap orang tersebut, disebut juga 
dengan hukum pidana yang abstrak. 
Kata lain hukum pidana materil (hukum pidana substantif), 
adalah seluruh perbuatan yang memuat rumusan; 
1. Perbuatan-perbuatan apakah yang diancam pidana; 
2. Siapakah yang dapat di pidana, atau dengan kata lain 
mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana; 
3. Pidana apakah yang dapat di jatuhkan terhadap seseorang 
yang telah melakukan tindak pidana dan telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana. 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
a. Pengertian Tindak pidana 
Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana 
atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan 
straafbaarfeit yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau 
bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan 
mana di lakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang apat 
dipertanggungjawabkan.  
Sehubungan dengan hal tersebut A. zainal Abidin Farid 
(1987:33), menyatakan bahwa; “Delik sebagai suatu perbuatan 
atau pengabdian yang melawan hukum yang dilakukan dengan 
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sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan.” Lebih lanjut menurut Moeljatno (2002:47) 
bahwa: Bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah 
yang berasal dari terjemahan kata straafbaarfeit dalam Bahasa 
Belanda. Kata straafbaarfeit kemudian diterjemahkan dalam 
Bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk 
menerjemahkan kata straafbaarfeit oleh sarjana-sarjana Indonesia 
lain: tindak pidana (Sudarto, 1986: 31), delic (Moeljatno, 2002: 54-
57) dan perbuatan pidana. (Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 
2015: 36).   
Sementara dalam berbagai peraturan perundang-undangan 
sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada 
pengertian kata Straafbaarfeit. Beberapa istilah yang digunakan 
dalam undang-undang tersebut anatara lain (Sudarto, 1986: 31,): 
1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam undang-
undang dasar sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam 
Pasal 14. 
2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk 




3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan 
dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang 
perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen. 
4. Hal yang diancam dengan hukum istilah ini digunakan dalam 
berbagai undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 
tentang Penyelesaian Perselesihan Perburuan. (Ismu Gunandi 
dan Jonaedi Efendi, 2015: 36-37). 
Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada 
hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya di 
sesuaikan dengan konteks dan dipahami maknanya, karena itu 
dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara 
bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah 
kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sma (Ismu Gunandi 
dan Jonaedi Efendi, 2015:37).  
Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-
pakar barat antara lain (E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, 2012: 205): 
a.  Perumusan VOS,  
Vos merumuskan bahwa delik adalah feit yang 
dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undng. Dan kelakuan 




b. Perumusan simons 
Simons merumuskan bahwa : een “strafbaar feit” adalah 
suatu  hendeling (tindaka/perbuatan) yang diancam pidana oleh 
undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatic) 
dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang 
mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membgikannya 
dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur objektif yang 
berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat 
keadaan/masalah tertentu, dan unsur subjektif ynag berupa 
kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggung jawab 
(toerekeningsvatbaar) dari petindak. 
c. Perumusan Van Hamel 
Vahan Hamel merumuskan bahwa “strafbaar feit” sama 
yang dirumuska dengan simons, hanya ditambhkannya dengan 
kalimat tindakan mana yanga bersifat dapat dipidana. 
d. Perumusan Pompe 
Pompe merumuskan “strafbaar feit” adalah suatu 
pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), 
terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana 
pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan untuk 
ketertiban hukum dan menjamin kesejahtraan umum. 
Dalam buku E.Y Kanter dan S.R sianturi mengenai asas-asas 
hukum pidana di Indonesia dan penerapannya menjelaskan bahwa 
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istilah “strafbaar feit” telah di terjehmahkan dalam Bahasa 
Indonesia sebagai berikut. 
a) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum 
b) Peristiwa pidana 
c) Perbuatan pidana dan 
d) Tindak pidana 
Dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa keempat 
terjemahan itu telah diberikan perumusan kemudian perundang-
undangan Indonesia telah menggunakan keempat-empatnya istilah 
tersebut dalam berbagai undang-undang.  
Para sarjana indonsia juga telah menggunakan beberpa atau 
salah satu dari stilah tersebut diatas dan kemudain telah di bagi 
atas 5 kelompok. (Amir Ilyas, 2012: 20) 
Ke-1 : peristiwa pidana digunaka oleh Andi Zainal Abidin Farid 
(1962: 32) Rusli Effendy(1981: 46) Utrech (sianturi 
1986; 206) dan lainnya 
Ke-2 : “Perbuatan pidana” digunnakan oleh Moeljatno (1983: 
54)  dan lain-lain; 
Ke-3 : “Perbuatan yang boleh dihukum” digunakan oleh H.J 
Van schravendijk (Sianturi 1986: 206)dan lain-lainnya; 
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Ke-4 : “Tindak pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro 
(1986: 55), Soesilo (1979: 26) dan S.R Sianturi (1986: 
204) dan lain-lainnya; 
Ke-5 : “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981: 
146) dan Satochid KartaNegara (tanpa tahun: 74) dan 
lain- lain. 
Dan dari istilah-istilah yang digunakan para sarjana masing-
masing memiliki pengertian ersendiri atas istilah tersebut, 
diantaranya ialah:(Moeljatno, 2009: 59) 
a) Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana yang menurut 
istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: 
“Perubahan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan 
mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 
bagi barang siapa yang melanggar tersebut”. 
b) Menurut Andi Hamzah, pengertian tindak pidana yang 
menurut istilah beliau yakni delik adalah: 
“suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam 
oleh hukuman oleh undang-undang (pidana)” 
c) Menurut S.R. Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai 
berikut. 
“tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, 
waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan 
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dan dan diancam pidana oleh undang-undang bersifat 
melawan hukum serta kesalahan yang dilakukan oleh 
seseorang (yang bertanggungjawab). 
d) Menurut Bambang poernomo, perbuatan pidana adalah 
sebagai berikut. 
“bahwa perbuatan pidan adalah suatu perbautan yang oleh 
sesuatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan 
pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebu”. 
e) Menurut R. Tresna, peristiwa pidana adalah. 
“suatu rangkaian atau perbuatan manusia, yang bertentangan 
dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, 
terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan 
penghukuman”. 
f) Menurut Wirjono Prodjodikoro, beliau merumuskan tindak 
pidana sebagai berikut. 
“Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikatakan merupakan “subject” tindak pidana”. 
Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pengertian secara sederhana dari tindak pidana 
adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan 
mana yang di sertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. (Ismu 
Gunandi dan Jonaedi Efendi,2015: 37). 
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2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
a. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Dalam membahas hukum pidana, nantinya ditemukan 
beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan 
bermasyarakat. Tindak pidana dapat di bedakan atas dasar-
dasar tertentu, yakni sebagai berikut: (Amir Ilyas, 2012: 28-
34) 
a) Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam 
buku III. 
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran 
adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Hal ini 
dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran, 
tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi 
berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan 
lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria 
lain yang memebedakan anatara kejahatan dan pelanggaran 
yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar 
kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara 
kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan 
in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-
undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran 
sebagai berikut (Amir Ilyas, 2012: 28) 
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1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan 
yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang 
Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang 
digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, 
maka di pandang tidak perlu dituntut. 
2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran 
tidak dipidana. 
3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di 
bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau 
pelanggaran. 
b) Menurut Cara Merumuskannya, dibedakan antara tindak 
pidana formil dan tindak pidana materil 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti 
bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan 
suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil 
tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya 
suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat 
penyelasaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada 
perbuatannya, mislnya pada pencurian Pasal 362 untuk 




Sabaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti 
larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh 
karena itu, siapa yang menimbulakn akibat yang dilarang  
itulah yang dipertanggujawabkan dan dipidana. Begitu juga 
untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung 
pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi 
sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat 
terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai 
dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu 
belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak 
menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi 
hanyalah percobaan pembunuhan. 
c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan 
sengaja (culpa). 
Tindak pidana  sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau 
mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana 
tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya 
mengandung culpa.  
d) Berdasarkan Macam Perbuatannya, dapat dibedakan 
atara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak 
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pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut 
juga tindak pidana omisi. 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang 
perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah 
perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya 
gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan 
perbuatan aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini 
terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara 
formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana 
yang dirumuskan dalm KUHP adalah tindak pidana aktif. 
e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan 
tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlansung 
lama/berlangsung terus. 
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikan rupa 
sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu 
seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan 
aflopende delicten. Sebaliknya ada tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikuian rupa, sehingga terjadinya tindak 
pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan   
dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang 
disebut juga dengan voordurende dellicten. Tindak pidana ini 
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dapat disebut sebagai tindak pidana yang  menciptakan 
suatu keadaan yang terlarang. 
f) Berdasrkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana umum dan tindak pidana khusus. 
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang 
dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana  
materil (buku II dan Buku III). Sementara tindak pidana 
khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar 
kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimna mata kuliah 
pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-
delik di dalam KUHP dan delik-delik diluar KUHP. 
g) Dilihat dari sudut pandangnnya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat 
dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak 
pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang 
bekualitas tertentu). 
Pada umumnya tindak pidana ini dibentuk dan 
dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang 
bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan 
maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-
perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat 
dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya 
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pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda 
(pada kejahatan pelayaran), dan sebagainaya. 
h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal 
penuntutan, maka di bedakan antara tindak pidana baiasa 
dan tindak pidana aduan. 
Tindak pidana baisa yang dimaksudkan ini adalah tindak 
pidana yang untuk dilakuakannya penuntutan terhadap 
pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang 
berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana 
yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih 
dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan 
pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara 
perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau 
orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh 
orang yang berhak. 
i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, 
maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok 
tindak pidana yang di perberat dan tinadk pidana yang di 
peringan. 
Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu 
yang dibentuk menjadi:  
1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau 
dapat juga disebut dengan bentuk standar;  
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2) Dalam bentuk yang diperberat; dan  
3) Dalam bentuk ringan.  
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara 
lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam 
rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat 
dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur 
bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi 
bentuk pokoknya atau Pasal bentuk pokoknya, kemudian 
disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat 
memberatkan atau meringankan secara tegas dalam 
rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor 
peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana 
terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu 
menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk 
pokoknya. 
j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka 
tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung 
pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu 
peraturan perundang-undangan. 
Sistematiaka pengelompoakan tindak pidana bab per bab 
dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang 
dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi. 
Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka 
23 
 
dapat disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk 
melendungi kepentingan hukum terhadap keamanan 
Negara, di bentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan 
Negara (bab I KUHP), untuk mlindungi kepentingan hukum 
bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk 
kejahatan terhadap pengasa umum (Bab VIII KUHP), untuk 
melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan 
pribadi dibentuk tindak piadana seperti Pencurian (Bab XXII 
KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan 
pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya. 
k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu 
larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan 
pidana berangkai. 
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang 
dirumusakan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang 
selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku 
cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar 
tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana 
tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana 
berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai 




3. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
a. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Mengutip dari buku Kombes.Pol.dr Ismu Gunadi,S.H., 
CN.,M.M. dan Dr.Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H . ada dua unsur 
tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur 
obejektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari 
perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai 
perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu 
bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus 
dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan 
dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana 
perbuatan itu dilakukan. (Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 
2015: 38).   
Secara sederhana simon menuliskan beberapa unsur-unsur 
sebagai berikut:(Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 2015: 39) 
a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau 
tidak berbuat atau membiarka). 
b. Diancam dengan pidana (Statbaar Gesteld). 
c. Melawan hukum (Onrechtmatig). 
d. Dilakukan dengan kesalahan (Met Schuld In Verband 
Stand) 




Untik lebih jelasnya, simons menyebutkan adanya unsur 
objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (strafbaar feit). 
Unsur objektif antara lain  perbuatan orang, akibat yang 
kelihatan dari perbuatan itu, mungkina ada keadaan tertentu 
yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP 
sifat openbaar atau “di muka umum”. Sedangkan Unsur 
subjektif : orang yang mampu bertanggung jawab, adanya 
kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan 
dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan 
akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu 
dilakukan (pusdiklat kejaksaan, RI, 2009: 18).  
Sementara menururut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan 
pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam 
undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum 
(syarat materil). 
Sedangkan unsur-unsur menurut Moeljatno terdiri dari : 
1. Kelakuan dan akibat, dan 
2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai 
perbuatan, yang dibagi menjadi  
a) unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang 
melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negri yang 
diperlakukan dalam delik jabatansepertidalam perkara 
pidana korupsi. Pasal 481 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c 
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undang-undang No 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 undang-
undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 
Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima 
hadiah. Kalau bukan pegawai negeri tidak mungkin di 
terpkan Pasal tersebut. 
b) Unsur objektif atau non pribadi, yaitu menegnai keadaan di 
luar si pembuat, misalnya Pasal 170 KUHP tentang 
Kejahatan terhadap ketertiban umum ( supaya melakukan 
perbuatan pidana atau melakukan kejahatan terhadap 
ketertiban umum) apabila tidak dilakukan kejahatan di muka 
umum maka tidak di terapkan Pasal ini. (Moeljatno, 2002). 
Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, 
memeperingan, atau memperberat pidana yang di jatuhkan. 
a. Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam Pasal 
164,165, 531 KUHP.  
Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila 
mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Ornag yang 
tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan 
pidana. Jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. 
Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah 
merupakan unsur tambahan. Keharusan memberi 
pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya 
maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru 
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melakuakan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam 
keadaan bahaya tadi kemudian lalu meninggal dunia. Syarat 
tambahan tersebut tidak di pandang sebagai unsur delik 
(perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan. 
b. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana  
Misalnya penganiayaan biasa Pasal 351 ayat (1) KUHP 
diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 
bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka 
berat; ancaman pidana diperpanjang menjadi 5 tahun (Pasal 
351 ayat 2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman 
pidana 7 tahun (Pasal351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan 
mati adalah keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 
c. Unsur melawan hukum 
Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan 
sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak 
dirumuskan secara tertulis rumusan Pasal, sebab sifat 
melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan 
sudah jelas dari istila atau rumusan kata disebut. 
Tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang mengandung 
unsur-unsur sebagai berikut: (Amir Ilyas, 2012: 28)  
1. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang 
(mencocoki rumusan delik);  
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan  
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3. Tidak ada alasan pembenaran.  
Dalam kitab hukum undang-undang pidana (KUHP) yang 
terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan 
umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II 
mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok 
kejahatan, Dan buku III memuat pelanggaran. Dalam buku ke II 
dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan 
dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana 
tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur 
tindak pidana, yaitu: (Adami Chazawi, 2002: 82)  
a. Unsur tingkah laku;  
b. Unsur melawan hukum;  
c. Unsur kesalahan;  
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai;  
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;  
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;  
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;  
i. Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;  
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;  




C. Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-
sama Terhadap Orang Dimuka Umum 
Menurut Hazawinkel-Suringa Hoge Raad Belanda 
mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak 
pidana, yaitu: kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut 
pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara 
mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melakukan 
kehendak itu. (Wirjono prodjodikoro, 2013: 123) 
1. Ketentuan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara 
Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum 
Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secar bersama-sama 
termasuk dalam jenis kejahatah terhadap ketertiban 
umum,sebagaimana yang diatur dalam buku KUHP, yakni Pasal 
170 : (1). 
Adapun bunyi  Pasal 170 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut 
: 
Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan 
kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 
Jika melihat Pasal ini maka jelas Pasal ini mengatur tentang 
tindak pidana, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang, yang 




2. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara 
Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum  
Suatu tindak pidana digolongkan ke dalam tindak pidana secara 
bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan, haruslah 
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Melakukan kekerasan 
Apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut 
soesilo, (1996:98) yaitu 
“Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya 
memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, 
menyepak, menendang, dan sebagainya.” 
b. Bersama-sama 
Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut 
harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. 
Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut 
melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan Pasal ini.   
c. Terhadap orang. 
Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun 
tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri 
atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau 






d. Dimuka umum 
Kekerasan itu dilakukan dimuka umum, karena 
kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan 
kejahatan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat 
publik dapat melihatnya. 
D. PIDANA DAN PEMIDANAAN 
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 
a. Pengertian Pidana 
Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan 
pidana yang dalam Bahasa belanda hanya dikenal dengan satu 
istilah umum untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman 
adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, 
administratife, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana 
diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. 
Menurut Van Hamel (P.A.F Lamintang, 1989: 47),, 
mengatakan bahwa: Pidana itu adalah straf menurut hukum 
positif dewasa ini adalah suatu penderitaan  yang bersifat 
khusus, yang telah di jatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang 
untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai 
pertanggungjawaban dari ketertiban umum bagi seseoang 
pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah 




Muladi dan barda Nawawi Arief (Amir Ilyas, Yuyun 
Widaningsih, 2010: 12), menyimpulkan bahwa pidana 
mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut: 
a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nstapa atau akibat-akibat lain yang 
tidak menyenangkan. 
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja  oleh orang atau 
badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang 
berwenang),  
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah 
melakukan tindak pidana menurut undang-undang. 
b. Pengertian Pemidanaan 
Pemidanaan bisa diartika sebagai tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata 
“pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan 
“pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan 
sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat 
dibenarkan secara normal bukan trutama karena pemidanaan 
itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si 
terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini 
disebut juga teori konsekuensialisme. Pidan dijatuhkan bukan 
kaena telah berbuat jahat tapi agar pelaku kejahatan tidak lagi 
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berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. 
(Amir Ilyas, 2012: 95) 
Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama 
sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam 
melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku 
kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya 
kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat 
benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap 
perencanaan sebagai berikut . (Amir Ilyas, 2012: 95) 
a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang; 
b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang: 
c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksanaan yang 
berwenang. 
Pada sat ini sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia 
adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur 
dalam KUHP yang ditetapkan pada UU No. 1 tahun 1964 jo UU 
No. 73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya 
sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1960 
tentang perubahan KUHP , UU No. 16 Prp tahun 1960 tentang 
beberapa perubahan dalam KUHP, UU no. 18 prp tentang 
perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP. 
Meskipun Wetboek van Strarecht peninggalan penjajah belanda 
sudah tidak terpakai lagi di Negara kita ini, tapi sistem 
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pemidanaannya masih tetap kita gunakan sampai sekarang, 
meskipun dalam praktik pelaksanaannya sudah sedikit berbeda 
(Amir Ilyas, 2012: 96) 
Dalam KUHP penjaTuhan pidana pokok hanya boleh satu 
macam saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu 
pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada Pasal 
tindak pidana yang bersangkutan. Tidak dibenarkan penjaTuhan 
pidana pokok yang diancamkan pada Pasal tindak pidana yang 
bersangkutan. Untuk pidana pokok masih dapat satu atau lebih 
pidana tambahan seperti termasuk dalam Pasal 10b, dikatakan 
dapat berarti penambahan pidana tersebut adalah fakultatif. 
Jadi pada dasarnya dalam sistem KUHP ini tidak diperbolehkan 
dijatuhi pidana tambahan mandiri tanpa penjaTuhan pidana 
pokok, kecuali dalam Pasal 39 ayat (30) (pendidikan paksa) dan 
Pasal 40 (pengembalian anak yang belum dewasa tersebut 
pada orangtuanya).  
Mengenai maksimum pidana penjara dalam KHUP adalah 
lima belas tahun dan hanya boleh dilewati menjadi dua puluh 
tahun, sedangkan minimum pidana penjara teratas adalah satu 
hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP. Sedangkan 
mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan 
hanya boleh dilewati menjadi  satu tahun empat bulan, dalam 
hal ada pemberatan pidana karena pengulangan, perbarengan, 
35 
 
atau karena ketentuan Pasal 52-52a. Adapun minimum pidana 
kurungan adalah satu hari sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 18 KUHP. (Amir Ilyas, 2012, 97) 
2. Teori pemidanaan 
Mengenai teori pemidanaan (dalam banyak literatur hukum 
disebut dengan teori hukum pidana/strafrecht-theorien) 
berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif 
tersebut.teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari 
hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. 
Pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa 
pidanayang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan, atau 
apakah alasannya bahwa Negara dalam menjalankan fungsi 
menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara 
melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang , adalah 
pertanyan-pertanyaan mendasar yang menjadi pokok bahasan 
dalam teori-teori pemidanaan ini. (Adam Chazawi, 2010: 156) 
 Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, 
namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga 
golongan besar, yaitu :(Adam Chazawi, 2010, 157). 
a. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien) 
Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum 
pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (vergelding atau 
vergeltung). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang 
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mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel kant hegel, 
herbart, stahl, dan leo polka. 
Menurt kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu 
perbuatan melawan hukum dan keadilan, hukuman mati 
terhdap pejabat yang melakukan pembunuhan berencana 
mutlak dijatuhkan. 
Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana 
mempunyai dua arah yaitu: 
a) Di tujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari 
pembalasan): 
b) Di tujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam 
dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). 
Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan 
hukum yang terlanggar, akibat yang timbul, tiada lain berupa 
perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, rasa tidak puas, 
terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti 
ini bukan saja dari korban langsung, tetapi juga pada 
masyarakat umumnya untuk memuaskan atau menghilangkan 
penderitaan seperti ini (sudut subjektif), yakni berupa pidan 
yang tidak lain suatu penderitaan pula, suatu penderitaan pula. 
Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini 
sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan 
keluargannya, maupun masyarakat pada umumnya. 
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b. Teori relative atau teori tujuan 
Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar 
hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu 
sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan 
tertentu, maka di samping tujuan lainnya terdapat pula tujuan 
pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (de 
handhaving der maatshappeljikeorde).  
Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka 
pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu 
a) Bersifat menakut-nakuti 
b) Bersifat memperbaiki 
c) Bersifat membinasakan 
Sementara itu sifat pencegahannya dari teori ini ada dua 
macam, yaitu: 
a) Pencegahan umum (general preventive) dan 
b) Pencegahan khusus (special preventive). 
c. Teori Gabungan 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas 
pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, 
dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan 
pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua 
golongan besar yaitu sebagai berikut. 
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a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalsan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang 
perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata 
tertib masyarakat. 
b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata 
tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya 
pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang 
dilakukan terpidana. 
3. Jenis-jenis pidana 
Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang 
diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni : 
1. Pidana pokok 
a. Pidana mati 
b. Pidana penjara 
c. Pidana kurungan 
d. Pidana denda 
e. Pidana tutupan 
2. Pidana tambahan 
a. Pencabutan hak-hak ertentu 
b. Perampasan barang-barang tertentu 
c. Pengumuman putusan hakim 
Untuk satu kejahtan atau pelanggaran, hanya boleh di jatuhkan 
satu hukuman pokok, namun dalam beberapa hal yang di tentukan 
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dalam undang-undang, dapat pula ditambah dengan salah satu 
dari pidana tambahan. 
Berikut ini penjelsan tentang jenis-jenis dari pidana 
tersebut di atas adalah sebagai berikut: 
1. Pidana Pokok 
a. Pidana mati 
Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHP yaitu: 
“pidana mati di jalankan oleh algojo di tempat penggantungan 
dengan menggunakan sebuah jeratan dileher terhukum dan 
mengikatkan jerat itu pada tiang penggantung dan menjatuhkan 
papan tempat ornag berdiri”  
Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi 
putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan fiat eksekusi 
dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi 
walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan 
grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang 
harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat 
didalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 3 tahun 1950 
tentang Permohonan Grasi yang menyatakan: (Amir Ilyas, 2012: 
109) 
1. Jika pidana mati dijatuhkan oleh pengadilan maka 
pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan 
selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari 
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keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan 
pengertian bahwa dalam hal keputusan pemeriksaan ulang 
yang dijatuhkanoleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 
hari itu dihitung mulai hari berikutnyadari hari keputusan itu 
telah diberitahukan kepada terpidana.  
2. Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut diats 
tidak mengajukan permohonan grasi, maka panitera tersebut 
dalam Pasal 6 ayat (1) yakni panitera dari pengadilan yang 
telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama  harus 
memberitahukan hal tersebut kepada hakim atau ketua 
pengadilan dan jaksa atau kepala kejaksaan tersebut dalam 
Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni hakim, ketua pengadilan, 
kepala kejaksaan pda pengadilan memutus pada tingkat 
pertama dengan catatan bahwa ketentuan-ketentuan dalam 
Pasal 8  berlaku dalam hal ini. 
3. Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum putusan 
presiden itu sampai kepada kepala kejaksaan yang 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang 
diwjibkan putusan hakim. 
Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan 
keputusan presiden sekalipun terpidana menolak untuk 




Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita 
yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-
undang pokok kekuasaan kehakiman yang mengatakan 
pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan 
kemanusiaa 
b. Pidana penjara 
 Mengutip dari buku asas-asas hukum pidana oleh bapak 
Amir Ilyas, menurut Andi Hamzah “Pidana penjara merupakan 
suatu pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana 
penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya 
dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. 
Masih mengutip dari buku yang sama, menurut P. A. F. 
Lamintang :  
“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa 
pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang 
dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah 
lembaga permasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk 
menaati semua peraturan tersebut”. 
Ketentuan pidana penjara ini dapat dilihat dalam Pasal 11 
KUHP yang menyatakan : 




2. Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu 
hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturutturut;  
3. Hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan 
selamalamanya dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal 
kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum 
mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara, dan 
dalam hal lima belas tahun itu dilampaui sebab hukuman 
ditambah karna ada gabungan kejahatan atau karna 
berulang-ulang membuat kejahatan atau karna aturan Pasal 
52; 
4. Lamanya hukum penjara sementara itu sekai-kali tidak boleh 
lebih dari dua puluh tahun 
c. Pidana kurungan 
 pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana 
penjara hanya saja pidana kurungan ini lebih ringan dari pidana 
penjara. Hal ini dapat dilihat dari jangka waktu pidana kurungan 
ini yang dapat kita lihat pada Pasal 11 KUHP : 
1. Lamanya pidana kurungan serendah-rendahnya satu hari 
dan selama-lamanya satu tahun;  
2. Hukuman itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun 
empat bulan dalam hal dimana hukuman ditambah lantaran 
ada beberapa kejahatan yang dilakukan berulang-ulang atau 
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karna hal yang ditentukan pada Pasal 52 tempo yang satu 
tahun itu dilampaui;  
3. Hukuman itu sekali-kali tidak boleh lama dari satu tahun 
empat bulan. 
d. Pidana denda 
Dalam bukunya Amir Ilyas memberikan pengertian 
mengenai pidana denda yaitu : 
“Kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda 
tersebut oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah 
uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan 
yang dapat dipidana.” 
Masih dalam buku yang sama, menurut P. A. F. Lamintang 
bahwa : (Amir Ilyas, 2012: 114) 
“Pidana denda dapat kita jumpai di dalam buku I dan buku II 
KUHP yang telah diancamkan bagi kejahatan-kejahatan 
maupun bagi pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan 
baik satusatunya pidana pokok maupun secara alternatif 
dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.” 
2. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat 
menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat 
berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam 
perampasan barang-barang tertentu Pidana tambahan ini 
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bersifat fakultatif artinya tidak dapat dijatuhkan tetapi 
tidaklah harus.  
Ketentuan pidana tambahan menurut hermin hadiati 
dalam buku asas-asas hukum pidana oleh Amir Ilyas 
adalah sebagai berikut: 
1. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan disamping 
pidana pokok artinya, pidana tambahan tidak boleh 
dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.  
2. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila 
didalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan 
dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana 
tambahan tidak diancamkan.  
3. Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya 
diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.  
4. Walaupun diancamkan secara tegas didalam perumusan 
suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana 
tambahan ini adalah fakultatif. Artinya diserahkan kepada 
hakim untuk menjatuhkan atau tidak. 
a. Pencabutan hak-hak tertentu  
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang 




1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan 
tertentu;  
2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;  
3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum;  
4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu 
atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak 
sendiri;  
5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan 
perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;  
6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu. 
Lamanya pencabutan hak dalam hal dilakukannya 
pencabutan hak diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP, yakni 
sebagai berikut: 
1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 
maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.  
2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau 
pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua 
tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana 
pokok. 
3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling 
sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun 
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Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim 
dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat 
seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturanaturan 
khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu. 
b. Perampasan barang-barang tertentu 
Pidana perampasan barang barang tertentu pada dasarnya 
sama halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai 
perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 
KUHP yaitu: 
1. 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang di peroleh 
dari kejahatan atau dengan sengaja dipergunakan 
untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;  
2. Dalam hal pemidanaan karna kejahatan yang tidak 
dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, 
dapat juga dijatuhkan putusan perampasan 
berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam 
undang-undang.  
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang 
bersalah yang diserahkan kepada pemerintah atas 
barang barang yang telah disita. 
Perampasan atas barang-barang yang tidak disita 
sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila 
barangbarang itu tidak diserahkan atau harganya menurut 
47 
 
taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar, kurungan 
pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam 
bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang 
yang dirampas diserahkan. 
c. Pengumuman putusan hakim 
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, 
yang berbunyi :  
“Apabila hakim memerintahkan agar putusan di umumkan 
berdasrkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang 
lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan 
perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman 
putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang 
ditentukan undang-undang” 
Hanya beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan 
pidana tambahan ini yang diatur dalam KUHP, diantaranya 
adalah terhadap kejahatan-kejahatan sebagai berikut: 
1. Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang barang 
keperluan angkatan perang dalam waktu perang.  
2. Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang 
barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan 
sengaja atau kesehatan dengan sengaja atau karna alpa.  
3. Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang 
lain luka atau mati.  
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4. Penggelapan.  
5. Penipuan.  
6. Tindakan merugikan pemiutang. 
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
1. Pertimbangan Yuridis 
 Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument 
atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum 
yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik 
sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih 
dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul 
dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, 
keterangan terdakwa, dan barang bukti. 
Lilik Mulyadi (2007: 193) mengemukakan bahwa: 
“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian 
unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut 
memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh 
penuntut umum putusan hakim.” 
Rusli Muhammad (2007:212-221) mengemukakan bahwa 
pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: 
“Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan 
yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-
fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-
Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam 
putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan 
terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal 
dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-
yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, 
kondisi diri terdakwa , dan agama terdakwa.” 
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 Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari 
lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana 
tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan 
bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan 
terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah 
terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau 
tidak. 
 Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, 
barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang 
didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik 
yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan 
doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah 
kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya Setelah 
pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, 
selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau 
memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya 
terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (Recidivis), karena 
jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan. (Adami 
Chazawi, 2005: 73). Hal-hal yang bersifat meringankan ialah 
terdakwa belum dewasa, perihal percobaan dan pembantuan 




2. Pertimbangan Sosiologis 
 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang 
menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai 
dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim 
merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di 
kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah 
masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami 
perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.  
 Berkaitan dengan hal ini dikemukakan oleh Achmad Ali (2009: 
200) bahwa dikalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan 
untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai 
pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti 
lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat 
ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama 
sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum 
(nomatif).  
 Bismar Siregar (1989: 33) mengatakan bahwa, seandainya 
terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang 
dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian 
hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa 
keadilan masyarakat dikorbankan.  
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 HB Sutopo (2002: 68) faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 
secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
suatu perkara, antara lain:  
a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat. 
b.  Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-
nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan 
terdakwa. 
c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban. 
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan.  
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.  
 Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di 
Indonesia, Mr. M. H. Tirtaatmaja mengutarakan cara hakim dalam 
menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai 
hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang 
dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu 
hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka 
hakim harus memperhatikan:  
a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana 
yang berat atau ringan).  
52 
 
b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu.  
c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu 
(yang memberatkan dan meringankan).  
d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang seorang penjahat yang 
telah berulang-ulang dihukum (recidivist) atau seorang penjahat 
untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih 
muda ataupun muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi.  
e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana. 
f.  Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu. 
 Kepentingan umum (hukum pidana diadakan untuk melindungi 
kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan tertentu 
menuntut suatu penghukuman berat terhadap pelanggaran pidana, 
misalnya penyelundupan, membuat uang palsu pada waktu Negara 






1. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan dalam wilayah Hukum Kota Kabupaten 
Bone, lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Pengadilan Negeri 
Watampone,  ditempat ini penulis mengambil data berupa salinan 
putusan No.223/Pid.B/2015/PN.WTP. selain Pengadilan Negeri 
Watampone, penulis juga mencari data dan informasi yang diperlukan 
yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam kasus ini 
guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan di 
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
2. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan skunder:  
1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di 
lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan 
sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang 
menangani kasus tersebut.  
2. Data sekunder adalah data yang kami telusuri melalui telaah 
pustaka baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media 
elektronik dan media massa yang kami anggap relevan dengan 
masalah yang dibahas. 
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3. Teknik Pengumpulan Data   
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Penelitian pustaka (library research) 
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, bea buku dan literatur-
literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.Disamping itu juga data 
yang diambil Penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen 
penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Penelitian lapangan (field research) 
Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu pertama 
melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara 
pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua dengan cara 
wawancara (interview) langsung kepada hakim Pengadilan Negeri 
Watampone yang menangani kasus tersebut. 
3. Studi dokumentasi  
Dengan cara mengumpulkan data, membaca dan menelaah 
putusan pengadilan No.223/Pid.B/2015/PN.WTP serta beberapa 
literatur, buku, koran serta peraturan perundang-undangan yang 






4. Analisis Data   
Data berupa putusan Pengdilan Negeri Watampone 
No.223/Pid.B/2015/PN.WTP dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk 
menjawab permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dari data 
primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif 
dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan. Analisis kualitatif adalah 
analisis kualitatif terhadap data verbal dan data angka secara deskriptif 
dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek 
yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu 
pada konsep doktrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni yang 
digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerpan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana 
Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap 
Orang dimuka Umum (Studi Kasus Putusan Nomor 
223/Pid.B/2015/PN.WTP) 
 
Hakim dalam memerikasa perkara pidana, berupa mencari dan 
membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan 
yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya disebut 
JPU. Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum 
pidana materil terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan 
secara bersama-sama terhadap orang di muka umum putusan no. 
223/Pid.B/2015/PN.WTP, maka perlu diketahui terlebih dahulu Posisi 
Kasus, Dakwaan JPU, Tuntutan Penuntut Umum, dan Amar Putusan 
Hakim, yaitu sebagai berikut 
1. Posisi Kasus 
Kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara 
bersama-sama terhadap orang di muka umum pada hari Senin 
tanggal 17 Agustus 2015 sekitar jam 22.00 wita atau setidak-
tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus yang termasuk 
kurun waktu 2015 bertempat di Kompleks Pasar Sentral Palakka, 
Kelurahan Bulu Tempe. Kecamatan Tanete Riattang Barat, 
Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain 
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yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri 
Watampone, para terdakwa di muka umum, bersama-sama 
melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban 
lel. EBU ANAS bin MUHAMMAD mendapat luka yang dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa berawal ketika lelaki UCOK dipukul oleh anak-anak dari 
kampong Waru dan setelah dipukul kemudian lelaki UCOK 
menyampaikan kepada kakaknya yaitu Terdakwa III HERDIN 
HIDAYAT bin HARRA dan selanjutnya Terdakwa III HERDIN 
HIDAYAT bin HARRA berteman dengan Terdakwa II RUSLI alis 
KADDU bin USMAN dan terdakwa IV ASHARI bin ARAS mencari 
korban lel EBU ANAS bin MUHAMMAD di Kompleks Pasar Sentral 
Palakkad an melihat korban sementara main domino dengan 
teman-temannya selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa II, dan 
Terdakwa IV mendatangi korban dimana Terdakwa III HERDIN 
HIDAYAT bin HARRA beradu mulut dengan korban lalu Terdakwa 
II RUSLI alias KADDU bin USMAN menelpon Terdakwa I 
AMIRUDDIN alias AMING bin ABDULLAH dan mengatakan kepada 
Terdakwa I “ LOKKAKIJOLO KOE “ yang artinya “ Keiniki Dulu “ 
maksudnya di pasar sentral Palakka dan setelah menerima telpon 
dari Terdakwa II kemudian Terdakwa I langsung ke Pasar Sentral  
Palakka dan setelah menerima telpon dari Terdakwa II kemudian 
Terdakwa I langsung ke Pasar Sentral Palakka ketempat dimana 
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Terdakwa II, III, IV berada kemudian Terdakwa I bertanya “ MAGAI 
“ yang artinya “ KENAPAI “ pada saat Terdakwa I bertanya, korban 
langsung berdiri dengan gaya menantang melihat itu Terdakwa I 
langsung memegang leher korban kemudian Terdakwa II RUSLI 
alias KADDU bin USMAN langsung memukul korban pada kepala 
bagian samping kanan dengan menggunakan tangan kanan 
sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa III HERDIN HIDAYAT bin 
HARRA memukul pada bagian muka sebanyak ! (satu) kali dengan 
menggunakan tangan sedangkan Terdakwa IV ASHARI bin ARAS 
mendorong korban setelah melakukan pemukulan terhadap korban 
selanjutnya mereka terdakwa meninggalkan tempat kejadian. 
Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa I AMIRUDDIN alias 
AMING bin ABDULLAH, Terdakwa II RUSLI alias KADDU bin 
USMAN, Terdakwa III HERDIN HIDAYAT bin HARRA dan 
Terdakwa IV ASHARI bin ARAS, saksi korban mengalami luka/sakit 
berdasarkan Visum Et Repertum KLINIK MADISING Watampone 
Nomor : VER/05/VIII/2015/DOKKES tanggal 22 agustus 2015 yang 
memeriksa dr. A. WETENRI PADAULENG, Dokter pemeriksa 
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut. 
a) Pemeriksaan luar; 
- Terdapat sebuah luka memar kemerahan disertai bengkak 
pada bibir atas bagian tengah dengan + 0,7 x 02 cm 
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- Terdapat tiga buah luka lecet pada pipi sebelah kanan 
dengan ukuran masing-masing + 0,1 cm 
b) Pemeriksaan khusus 
c) Tindakan yang diberikan 
- Memeriksa tanda-tanda vital 
- Mengobati luka 
d) Kesimpulan 
Ditemukan beberapa luka pada daerah wajah akibat 
kekerasan benda tumpul 
 
2. Dakwaan JPU 
Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemerikasaan 
perkara dalam siding di pengadilan. JPU harus bersifat cermat/teliti 
terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau 
kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau 
unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil. JPU juga harus mampu 
merumuskan unsur-unsur tindak pidana/delik yang didakwaakan 
secara jelas, dalam artian rumusan unsur-unsur delik harus dapat 
di padukan dan di jelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan 
yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur 
delik yang dirumuskan dalam Pasal yang didakwakan harus dapat 
dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur 
60 
 
dakwaan dapat diketahui secara jelas pakah terdakwa dalam 
melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku 
(pleger), pelaku perserta (medepleger), penggerak (uitlokker), 
penyruh (doen pleger), atau hanya sebagai pembantu. 
Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya 
disebut KUHAP, tidak pernah diatur dengan berkenaan dengan 
bentuk dan susunan dari surat dakwaan. Segingga dalam praktek 
hukum, masing-masing JPU dalam menyusun surat dakwaan pada 
umumnya di pengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan 
pengalaman prakteknya masing-masing, namun demikian tetap 
berdasarkan pda persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) 
KUHAP. 
Dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk surat dakwaan 
yaitu surat dakwaan Tunggal, surat dakwaan Subsideir, surat 
dakwaan Alternatif, surat dakwaan Kumulatif, dan surat dakwaan 
Kombinasi. 
Dalam perkara Nomor 223/Pid.B/2015/PN.WTP ini, Jaksa 
Penuntut Umum menggunakan dakwaan yang disusun secara 
Alternatif. Adapun perbuatan atau tindakan yang didakwakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa, sebagaimana yang 
tercantum dalam putusan perkara No. 223/Pid.B/2015/PM.WTP, 
berdasarkan surat dakwaan Nomor Register perkara: PDM-
61 
 




Bahwa Para Terdakwa I AMIRUDDIN alias AMING bin 
ABDULLAH,Terdakwa II RUSLI alias KADDU BIN USMAN, 
Terdakwa III HERDIN HIDAYATbin HARRA dan Terdakwa IV 
ASHARI bin ARAS pada hari Senin tanggal 17 Agustus2015 
sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
sekitar bulan Agustus yang termasuk kurun waktu tahun 2015 
bertempat di Kompleks Pasar Sentral Palakka, kelurahan Bulu 
Tempe, kecamatan Tanete Riattang Barat, kabupaten Bone 
atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih 
termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri 
Watampone, Para Terdakwa di muka umum, bersama-sama 
melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan 
korban lel. EBU ANAS bin MUHAMMAD mendapat luka yang 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
- Bahwa berawal ketika lelaki UCOK dipukul oleh anak-anak 
dari kampung Waru dan setelah dipukul kemudian lelaki UCOK 
menyampaikan kepada kakaknya yaitu Terdakwa III HERDIN 
HIDAYAT bin HARRA dan selanjutnya Terdakwa III HERDIN 
HIDAYAT bin HARRA berteman dengan Terdakwa II RUSLI 
alias KADDU bin USMAN dan Terdakwa IV ASHARI bin ARAS 
mencari korban lel EBU ANAS bin MUHAMMAD di Kompleks 
Pasar Sentral Palakka dan melihat korban sementara main 
domino dengan teman-temannya selanjutnya Terdakwa III, 
Terdakwa II dan Terdakwa IV mendatangi korban dimana 
Terdakwa III HERDIN HIDAYAT bin HARRA beradu mulut 
dengan korban lalu Terdakwa II RUSLI ALIAS KADDU bin 
USMAN menelpon Terdakwa I AMIRUDDIN alias AMING bin 
ABDULLAH dan mengatakan kepada Terdakwa I " 
LOKKAKIJOLO KOE " yang artinya ” Kesiniki dulu ” maksudnya 
di Pasar Sentral Palakka dan setelah menerima telpon dari 
Terdakwa II kemudian Terdakwa I langsung ke Pasar Sentral 
Palakka ketempat dimana Terdakwa II, III dan IV berada 
kemudian Terdakwa I bertanya “ MAGAI " yang artinya " 
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Kenapai “ pada saat Terdakwa I bertanya korban langsung 
berdiri dengan gaya menantang melihat itu Terdakwa I langsung 
memegang leher korban kemudian Terdakwa II RUSLI ALIAS 
KADDU bin USMAN langsung memukul korban pada kepala 
bagian samping kanan dengan menggunakan tangan kanan 
sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa III HERDIN HIDAYAT bin 
HARRA memukul pada bagian muka sebanyak 1 (satu ) kali 
dengan menggunakan tangan sedangkan Terdakwa IV ASHARI 
BIN ARAS mendorong korban setelah melakukan pemukulan 
terhadap korban selanjutnya mereka terdakwa meninggalkan 
tempat kejadian. 
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa I AMIRUDDIN 
alias AMING bin ABDULLAH, Terdakwa II RUSLI alias KADDU 
bin USMAN, Terdakwa III HERDIN HIDAYAT bin HARRA dan 
Terdakwa IV ASHARI bin ARAS, saksi korban mengalami 
luka/sakit berdasarkan Visum Et Repertum KLINIK MADISING 
Watampone Nomor : VER/05/VIII/2015/DOKKES tanggal 22 
Agustus 2015 yang memeriksa dr. A. WETENRI PADAULENG, 
Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut. 
1. Pemerikasaan luar: 
-  Sebua luka mema kemerahan disertai bengkak pada bibir 
atas bagian tengah dengan + 0,7 x 0,2 cm 
- Terdapat tiga buah luka lecet pada pipi sebelah kanan 
dengan ukuran masing-masing + 0,1 cm 
2. Pemeriksaan khusus: 
3. Tindakan yang diberikan: 
- Memeriksa tanda-tanda vital 
- Mengobat luka 
4. Kesimpulan  
Ditemukan beberapa luka pada daerah wajah akibat 
kekerasan benda tumpul. 
Perbuatan Para Terdakwa, Terdakwa I AMIRUDDIN alias 
AMING bin ABDULLAH, Terdakwa II RUSLI alias KADDU bin 
USMAN, Terdakwa III HERDIN HIDAYAT bin HARRA dan 
Terdakwa IV ASHARI bin ARAS tersebut, sebagaimana diatur 









Bahwa Para Terdakwa I AMIRUDDIN alias AMING bin 
ABDULLAH,Terdakwa II RUSLI alias KADDU BIN USMAN, 
Terdakwa III HERDIN HIDAYATbin HARRA dan Terdakwa IV 
ASHARI bin ARAS pada hari Senin tanggal 17 Agustus2015 
sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain 
sekitar bulan Agustus yang termasuk kurun waktu tahun 2015 
bertempat di Kompleks Pasar Sentral Palakka, kelurahan Bulu 
Tempe, kecamatan Tanete Riattang Barat, kabupaten Bone 
atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih 
termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri 
Watampone, Para Terdakwa di muka umum, bersama-sama 
melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan 
korban lel. EBU ANAS bin MUHAMMAD mendapat luka yang 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
- Bahwa berawal ketika lelaki UCOK dipukul oleh anak-anak 
dari kampung Waru dan setelah dipukul kemudian lelaki UCOK 
menyampaikan kepada kakaknya yaitu Terdakwa III HERDIN 
HIDAYAT bin HARRA dan selanjutnya Terdakwa III HERDIN 
HIDAYAT bin HARRA berteman dengan Terdakwa II RUSLI 
alias KADDU bin USMAN dan Terdakwa IV ASHARI bin ARAS 
mencari korban lel EBU ANAS bin MUHAMMAD di Kompleks 
Pasar Sentral Palakka dan melihat korban sementara main 
domino dengan teman-temannya selanjutnya Terdakwa III, 
Terdakwa II dan Terdakwa IV mendatangi korban dimana 
Terdakwa III HERDIN HIDAYAT bin HARRA beradu mulut 
dengan korban lalu Terdakwa II RUSLI ALIAS KADDU bin 
USMAN menelpon Terdakwa I AMIRUDDIN alias AMING bin 
ABDULLAH dan mengatakan kepada Terdakwa I " 
LOKKAKIJOLO KOE " yang artinya ” Kesiniki dulu ” maksudnya 
di Pasar Sentral Palakka dan setelah menerima telpon dari 
Terdakwa II kemudian Terdakwa I langsung ke Pasar Sentral 
Palakka ketempat dimana Terdakwa II, III dan IV berada 
kemudian Terdakwa I bertanya “ MAGAI " yang artinya " 
Kenapai “ pada saat Terdakwa I bertanya korban langsung 
berdiri dengan gaya menantang melihat itu Terdakwa I langsung 
memegang leher korban kemudian Terdakwa II RUSLI ALIAS 
KADDU bin USMAN langsung memukul korban pada kepala 
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bagian samping kanan dengan menggunakan tangan kanan 
sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa III HERDIN HIDAYAT bin 
HARRA memukul pada bagian muka sebanyak 1 (satu ) kali 
dengan menggunakan tangan sedangkan Terdakwa IV ASHARI 
BIN ARAS mendorong korban setelah melakukan pemukulan 
terhadap korban selanjutnya mereka terdakwa meninggalkan 
tempat kejadian. 
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa I AMIRUDDIN 
alias AMING bin ABDULLAH, Terdakwa II RUSLI alias KADDU 
bin USMAN, Terdakwa III HERDIN HIDAYAT bin HARRA dan 
Terdakwa IV ASHARI bin ARAS, saksi korban mengalami 
luka/sakit berdasarkan Visum Et Repertum KLINIK MADISING 
Watampone Nomor : VER/05/VIII/2015/DOKKES tanggal 22 
Agustus 2015 yang memeriksa dr. A. WETENRI PADAULENG, 
Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut. 
1. Pemerikasaan luar: 
-  Sebua luka mema kemerahan disertai bengkak pada bibir 
atas bagian tengah dengan + 0,7 x 0,2 cm 
- Terdapat tiga buah luka lecet pada pipi sebelah kanan 
dengan ukuran masing-masing + 0,1 cm 
2. Pemeriksaan khusus: 
3. Tindakan yang diberikan: 
- Memeriksa tanda-tanda vital 
- Mengobat luka 
4. Kesimpulan  
Ditemukan beberapa luka pada daerah wajah akibat 
kekerasan benda tumpul. 
Perbuatan Para Terdakwa, Terdakwa I AMIRUDDIN alias 
AMING bin ABDULLAH, Terdakwa II RUSLI alias KADDU bin 
USMAN, Terdakwa III HERDIN HIDAYAT bin HARRA dan 
Terdakwa IV ASHARI bin ARAS tersebut, sebagaimana diatur 
dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ; 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan penuntut umum merupakan permohonan penuntut 
umum kepada hakim ketika hendak mengadili suatu perkara 
adapun tuntutan Penuntut Umum dalam Nomor Register 
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perkara PDM-18/R.4.12/EP.2/10/2015, tanggal : 12 November 
2015 yang pada pokoknya meminta Pengadilan Negeri 
Wtampone memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 
1. Menyatakan mereka Terdakwa IAMIRUDDIN alias AMING 
bin ABDULLAH, Terdakwa II RUSLI alias KADDU bin 
USMAN, Terdakwa III HERDIN HIDAYAT bin HARRA dan 
Terdakwa IV ASHARI bin ARAS, telah terbukti melakukan 
tindak pidana ” dengan terang-terangan dan tenaga bersama 
melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum ” 
sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama 
yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) 
KUHP 
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka Terdakwa I 
AMIRUDDIN alias AMING bin ABDULLAH, Terdakwa II 
RUSLI alias KADDU bin USMAN, Terdakwa III HERDIN 
HIDAYAT bin HARRA dan Terdakwa IV ASHARI bin ARAS 
dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dikurangi 
selama mereka Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah 
agar mereka Terdakwa tetap ditahan. 
3. Menyatakan agar mereka terdakwa membayar baiaya 





4. Amar Putusan 
MENGADILI: 
1. Menyatakan Terdakwa I AMIRUDDIN alias AMING bin 
ABDULLAH,Terdakwa II RUSLI alias KADDU bin 
USMAN, Terdakwa III HERDIN HIDAYAT bin HARRA 
dan Terdakwa IV ASHARI bin ARAS, telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan 
Kesatu yaitu : ” DENGAN TERANGTERANGAN DAN 
TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN 
TERHADAP ORANG ” 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMIRUDDIN 
alias AMING bin ABDULLAH, Terdakwa II RUSLI alias 
KADDU bin USMAN, Terdakwa III HERDIN HIDAYAT bin 
HARRA dan Terdakwa IV ASHARI bin ARAS tersebut 
oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 
selama : 3 (tiga ) bulan dan 10 (sepuluh) hari 
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam 
tahanan : 
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan 
yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi 
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan: 
5. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya 
perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu 
rupiah). 
 
5. Analisis Penulis 
Pertama yang harus dilihat dalam perkara ini adalah syarat 
formil dan materil surat dakwaan dan putusan,  karena didalam 
KUHAP telah di atur secara jelas mengenai pentingnya hal 
tersebut. Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang menjadi 
syarat formil dari surat dakwaan yaitu berisi nama lengkap, 
tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, 
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sedangkan syarat materilnya berupa uraian secara cermat jelas 
dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan 
menyebutakan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 
Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut maka 
akan batal demi hukum. Jika dilihat dari surat dakwaan dengan 
Nomor Reg,Perkara: PDM-18/W.PONE/EP.2/10/2015, maka 
syarat formil dan materil surat dakwaan tersubut sudah 
memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHAP.  
Sedangkan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, 
menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat: 
a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “ DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “, 
b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 
terdakwa, 
c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, 
d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta 
dan keadaaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari 
pemerikasaan disidang yang menjalani dasar penentuan 
kesalahan terdakwa, 
e. Tuntutan pidana, sebagaiamana terdapat dalam surat 
tuntutan, 
f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai 
keadaan yang memebratkan dan yang meringankan terdakwa, 
g. Hari dan tanggal di adakannya musyawarah majelis hakim 
kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal. 
h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan tekah terpenuhi 
semua unsur dalam rumusan tindak pidana di sertai dengan 
kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. 
i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 




j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau 
keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat 
otentik dianggap palsu 
k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan 
atau dibebaskan, 
l. Hari dan tanggal putusan nama penuntut umum, nama hakim 
yang memutuskan dan nama panitra 
 
Surat putusan No. 223/Pid.B/2015/PN.WTP secara ketentuan 
telah memenuhi syarat. 
Untuk mencapai kebenaran materil yaitu kebenaran 
selengkap-lengkapnya pada putusan perkara No. 
223/Pid.B/2015/PN.WTP, majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Watampone yang menangani perkara ini telah meneliti secara 
cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian, atau keadaan-
keadaan yang berlangsung selama persidangan, fakta-fakta 
yang digali dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan 
keterangan terdakwa serta keterangan para ahli sampai pada 
barang bukti sehingga diperoleh keyakinan bahwa terdakwa 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.  
Berdasarkan keterangan diatas dalam putusan No. 
223/Pid.B/2015/PN.WTP maka Penuntut Umum mendakwakan 
terdakwa melakukan  perbuatan yang melanggar pasal 170 ayat 
(1) KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-
sama terhadap orang sebagai mana terurai dalam surat 
dakwaan  nomor reg. Perkara PDM-18/W.PONE/EP.2/10/2015 
secara lengkap dengan diajukannya oleh Jaksa Penuntut Umum 
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di Persidangan yang disusun secara Alternatif oleh JPU sebagai 
berikut: 
Pertama  :  melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau 
Kedua     :  melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP  
Mengingat surat Dakwaan berbentuk Alternatif, maka majelis 
Hakim berkeyakinan bahwa Dakwaan pertama Penuntut Umum 
pasal 170 ayat (1) KUHP, dipandang memenuhi unsur-unsur 
berdasarkan fakta yang terunngkap di Persidangan, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut: 
1. Unsur Barangsiapa 
2. Unsur Dengan Terang-terang dan Tenaga Bersama 
Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang 
Mengakibatkan Luka 
1. Unsur  Barangsiapa 
Menimbang, bahwa unsur ” Barangsiapa ” menurut 
pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan 
bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan 
unsur pasal maka unsur ” Barangsiapa ” hanya berkaitan 
dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) 
yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, 
relevansi dengan ada atau tidak adanya error in persona 
dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, 
selanjutnya menurut pakar hukum pidana yaitu HJ. SMIDT 
mengartikan bahwa yang dimaksud dengan perkataan zij 
atau barangsiapa dalam ketentuan pasal a quo adalah 
mereka atau orang-orang yang turut ambil bagian dalam 
tindak kekerasan terhadap orang atau barang yang 
dilakukan secara terang-terangan dan tenaga bersama 
(sebagaimana dikutip oleh PAF LAMINTANG, SH dalam 
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bukunya ” Delik-delik khusus - Kejahatan Terhadap Nyawa, 
Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang 
Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ”, 
Binacipta, Bandung, 1986, hal. 297-298), sedangkan untuk 
menentukan apakah Para Terdakwa yang diajukan di 
persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah sebagai 
mereka atau orang-orang yang turut ambil bagian dalam 
tindak kekerasan terhadap orang atau barang yang 
dilakukan secara terang-terangan dan tenaga bersama 
tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat haruslah 
dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang 
terdapat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo, 
selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai unsur 
kesalahan dalam diri Para Terdakwa yaitu relevansi dengan 
ada ataukah tidak adanya alasan pembenar maupun alasan 
pemaaf dalam diri Para Terdakwa;  
Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan 
sebagai Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 
Surat Dakwaannya adalah Terdakwa I AMIRUDDIN alias 
AMING bin ABDULLAH, Terdakwa II RUSLI alias KADDU 
bin USMAN, Terdakwa III HERDIN HIDAYAT bin HARRA 
dan Terdakwa IV ASHARI bin ARAS, oleh karenanya 
identitas Para Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara 
lengkap dalam Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ; 
Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas 
Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum maka untuk membuktikan apakah Para Terdakwa 
yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar 
Terdakwa I AMIRUDDIN alias AMING bin ABDULLAH, 
Terdakwa II RUSLI alias KADDU bin USMAN, Terdakwa III 
HERDIN HIDAYAT bin HARRA dan Terdakwa IV ASHARI 
bin ARAS maka Majelis Hakim selanjutnya akan 
mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang 
terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat–alat bukti 
yang sah ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–
saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di 
persidangan yaitu dalam kapasitas saksi-saksi selaku orang 
yang mengenal Para Terdakwa sebelum kejadian yaitu saksi 
EBU ANAS bin MUHAMMAD, dalam kapasitas saksi selaku 
71 
 
korban, saksi AGUSTANG bin MAMMA dan saksi TASLIM 
bin TAHANG, dimana materi keterangan saksi – saksi 
tersebut saling bersesuaian menyatakan bahwa Para 
Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya 
sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum yaitu Terdakwa I AMIRUDDIN alias AMING 
bin ABDULLAH, Terdakwa II RUSLI alias KADDU bin 
USMAN, Terdakwa III HERDIN HIDAYAT bin HARRA dan 
Terdakwa IV ASHARI bin ARAS, selanjutnya keterangan 
para saksi berkaitan dengan identitas Para Terdakwa 
tersebut, telah Para Terdakwa benarkan sendiri di 
persidangan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal 
sebagaimana diuraikan sesuai keterangan saksi-saksi 
maupun keterangan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim 
berkeyakinan Para Terdakwa adalah benar sebagai orang 
yang dimaksud dalam uraiain identitas sebagaimana 
tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat 
kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) ; 
 Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan 
uraian tersebut di atas maka unsur ” Barangsiapa ” telah 
terpenuhi 
2. Unsur Dengan Terang-terang dan Tenaga Bersama 
Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang 
Mengakibatkan Luka  
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen 
”kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua a 
quo adalah menggunakan kekuatan tenaga atau fisik yang 
tidak kecil secara tidak sah yang ditujukan terhadap orang 
atau barang, yang mana agar dapat terpenuhi unsur kedua a 
quo maka kekerasan yang dilakukan secara terbuka 
(openlijk gewald) tersebut haruslah dilakukan secara terang-
terangan yaitu dilakukan di depan umum dimana orang lain 
dapat melihatnya serta dengan tenaga bersama dari para 
pelakunya ( vide : pendapat Prof. NOYON-LANGEMEIJER, 
Het Wetboek van Strafrecht I, S. GOUDA QUINT, 
ARNHEIM, 1954, hal 664 sebagaimana dikutip PAF 
LAMINTANG, SH dalam bukunya ” Delik-delik khusus - 
Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta 
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Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan 
Kesehatan ”, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 303-304 )  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah Para Terdakwa tersebut dapat 
dibuktikan telah melakukan kekerasan terhadap orang 
dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ; 
Menimbang, bahwa berkaitan dengan peristiwa 
pemukulan yang dialami oleh saksi EBU ANAS bin 
MUHAMMAD, berdasarkan materi keterangan saksi EBU 
ANAS bin MUHAMMAD dalam kapasitas saksi selaku 
korban di persidangan yang bersesuaian dengan materi 
keterangan saksi AGUSTANG bin MAMMA dan saksi 
TASLIM bin TAHANG, menerangkan pada hari peristiwa 
pengeroyokan yang dialami oleh saksi EBU ANAS pada hari 
Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 wita di 
kompleks Pasar Sentral Palakka yang mana ketika kejadian 
saksi EBU ANAS dan teman-teman saksi lainnya sedang 
bermain domino setelah itu sekitar 30 menit bermain domino 
datanglah Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya 
yang berjumlah sekitar 20 orang yang kemudian Para 
Terdakwa tersebut mendatangi saksi EBU ANAS dan 
selanjutnya Terdakwa I mencekik leher saksi EBU ANAS 
dari arah depan dengan menggunakan tangan kanannya 
sedangkan Terdakwa II memukul bagian kepala saksi EBU 
ANAS sedangkan teman-teman Terdakwa I dan Terdakwa II 
lainnya langsung mengeroyok saksi EBU ANAS secara 
bersamaan, kemudian mengenai peristiwa pengeroyokan 
terhadap saksi EBU ANAS tersebut, Para Terdakwa di 
persidangan telah mengakuinya yang mana pada intinya 
Para Terdakwa tersebut menerangkan telah melakukan 
beberapa perbuatan terhadap saksi EBU ANAS sebagai 
beriku: 
A. Terdakwa I memegang leher saksi EBU ANAS  
B. Terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak lima kali pada 
bagian kepala saksi EBU ANAS 
C. Terdakwa III melakukan pemukulan pada bagian muka 
sebelah kiri saksi EBU ANAS sebanyak satu kali 




Yang mana perbuatan dari Para Terdakwa terhadap saksi 
EBU ANAS tersebut dapat diklasifikasikan sebagai suatu 
kekerasan karena telah mempergunakan kekuatan tenaga 
atau fisik yang tidak kecil secara tidak sah, yang dilakukan 
oleh Para Terdakwa dalam waktu yang bersamaan  
Menimbang, selain mempertimbangkan mengenai 
adanya beberapa perbuatan yang diklasifikasikan sebagai 
kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap 
saksi EBU ANAS, maka agar mendapatkan fakta 
menyeluruh mengenai kejadian pemukulan terhadap saksi 
EBU ANAS tersebut, Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan pula motif atau latar belakang dari 
perbuatan Para Terdakwa yang melakukan kekerasan 
terhadap saksi EBU ANAS. Bahwa berdasarkan materi 
keterangan Para Terdakwa di persidangan, maka dapat 
disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa yang menjadi 
penyebab terjadinya kekerasan terhadap saksi EBU ANAS 
adalah karena adanya kesalahpahaman antara Para 
Terdakwa dengan saksi EBU ANAS yang mana Para 
Terdakwa mengira bahwa saksi EBU ANAS lah yang 
melakukan pemukulan terhadap adik kandung dari Terdakwa 
III yang bernama UCOK ; 
Menimbang, bahwa dari materi keterangan saksi-
saksi maupun keterangan Para Terdakwa sebagaimana 
telah Majelis Hakim uraikan, maka Majelis Hakim 
memperoleh suatu fakta yuridis bahwa pemukulan atau 
kekerasan terhadap saksi EBU ANAS tersebut dilakukan 
pada saat yang hampir bersamaan oleh Para Terdakwa oleh 
karenanya dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang 
dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan 
menggunakan tenaga bersama ;  
Menimbang, bahwa untuk lebih membuktikan adanya 
pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap 
saksi EBU ANAS serta untuk membuktikan adanya luka 
yang diderita oleh saksi EBU ANAS akibat pemukulan 
tersebut, maka Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan 
bukti surat berupa Visum Et Repertum dari KLINIK 
MADISING Watampone Nomor : VER/05/VIII/2015/DOKKES 
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tanggal 22 Agustus 2015 yang memeriksa dr. A. WETENRI 
PADAULENG, Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan 
sebagai berikut; 
1. Pemeriksaan luar 
- Terdapat sebuah luka memar kemerahan disertai bengkak 
pada bibir atas bagian tengah dengan + 0,7 x 02 cm 
- Terdapat 3 buah luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan 
ukuran masing-masing + 0,1 cm 
2. Pemeriksaan khusus 
- Memeriksa tanda-tanda vital 
- Mengobati luka 
3. Kesimpulan 
- Ditemukan beberapa luka pada wajah akibat kekerasan 
benda tumpul.;  
Menimbang bahawa berdasarkan pertimbangan diatas maka 
unsur-unsur diatas sudah terpenuhi. 
Dari uraian-uraian yang telah di kemukakan dalam hukum 
diatas maka dapat di Tarik kesimpulan bahwa perbuatan para 
terdakwa telah dapat di buktikan secara sah dan meyakinkan 
memenuhi rumsan tindak pidana yang di dakwakan dalam 
dakwaan pertama yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP. 
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim penulis 
berpendapat secara garis besar setuju dengan pasal-pasal yang 
digunakan untuk menjeraat para terdakwa. Namun   kuranglah 
tepat dengan menggunakan variable penerapan dakwaan yang 
menempatkan pasal 170 sebagai skala prioritas untuk hakim 
memutuskan hal tersebut. ketika ditelisik lebih dalam maka 
sebenaarnya berdasarkan keterangan yang dibenarkan oleh 
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para terdakwa memunginkan para terdakwa memiliki peran 
yang berbeda dalam kasus tersebut yang kemudian 
memungkinkan terdakwa dijerat menggunakan pasal dengan 
351 yang di junto-kan dengan pasal 55. Sesuai dengan 
dakwaan yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum.  
Penulis beranggapan bahwa terdakwa III HERDIN HIDAYAT 
Bin HARRA bertindak sebagai medeleger (turut serta 
melakukan) karena setelah adiknya melapor kepada dirinya 
telah di pukul terdakwa III langsung menyampaikannya kepada 
terdakwa II RUSLI alias KADDU dan terdakwa IV ASHARI BIN 
ARAS. Sedangkan terdakwa yang lain sebagai pelaku (pleger). 
Yang nantinya apabila dakwaan dengan unsur delneming 
(penyertaan)  diprioritaskan  hakimpun harus mampu 








B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan 
Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Dimuka Umum Nomor 
Putusan 223/Pid.B/2015/PN.WTP 
1. Pertimbangan Hakim 
Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 
170 ayat 1 KUHP 
Dalam ranah hukum pidana, Hakim sebelum memutus suatu 
perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif, dan objektif 
seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan.  
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap 
dipersidangan beserta unsur-unsur perbuatan melawan hukum 
yang telah terpenuhi dan setelah mendengar keterangan saksi-
saksi, maka pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan 
hukuman dalam putusan Nomor 223/Pid.B/2015/PN.Wtp adalah 
sebagai berikut : 
- Menimbang bahwa, dengan adanya pemukulan terhadap saksi 
korban EBU ANAS maupun adanya luka yang diderita oleh 
saksi korban EBU ANAS tersebut, sebagaimana telah dijelaskan 
oleh saksi – saksi maupun Para Terdakwa di persidangan, 
maka Majelis Hakim berpendapat terdapat kekerasan yang 
dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban EBU 
ANAS dan karena locus delictie dari kekerasan yang dilakukan 
oleh Para Terdakwa tersebut bertempat di Pasar Sentral 
Palakka, kabupaten Bone yang merupakan lokasi yang terbuka 
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yang dapat dilihat oleh umum maka dari itu Majelis Hakim 
berpendapat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa 
dengan tenaga bersama tersebut dilakukan secara terang-
terangan. 
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, 
keterangan Terdakwa, serta bukti surat di persidangan 
sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan, maka Majelis Hakim 
berkeyakinan unsur ” Dengan terang-terangan dan tenaga 
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ” telah 
terpenuhi. 
- Menimbang, bahwa karena unsur kesatu maupun unsur kedua 
dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum a quo telah 
dapat dibuktikan kepada diri Para Terdakwa maka Para 
Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan 
pidana sebagaimana didakwakan. 
- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan 
suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap 
diri Para Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal 
pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh 
MajelisHakim yaitu yang pertama berkaitan dengan perbuatan 
yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan 
pidana (delik) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam 
pertimbangan berkaitan dengan unsur–unsur pasal yang 
didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum a 
quo, sedangkan yang kedua perbuatan yang dilakukan oleh 
Para Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertangungjawabkan 
sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan 
asas hukum ” tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen 
straaft zonder schuld)”, maka Majelis Hakim juga akan 
mempertimbangkan ada ataukah tidak adanya kesalahan pada 
diri Para Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban 
pidana pada diri Para Terdakwa in casu ada ataukah tidak 
adanya alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri Para 
Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana 
- Menimbang bahwa untuk menilai apakah Para Terdakwa 
mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara 
hukum, Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagaimana 
berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama 
persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan 
diri Para Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada 
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hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Para Terdakwa 
(baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf) dari 
pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah 
dilakukan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur 
kesalahan dapat dibuktikan pada diri Para Terdakwa, selain 
daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama 
persidangan ternyata Para Terdakwa adalah seseorang yang 
dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga 
menurut hukum Para Terdakwa dianggap cakap dan mampu 
bertanggung jawab atas segala perbuatannya, maka dari itu 
perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah pula 
dipertanggungjawabkan kepadanya. 
- Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di 
dalam diri Para Terdakwa dan secara nyata Para Terdakwa 
mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Para 
Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana ” DENGAN 
TERANGTERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN 
KEKERASAN TERHADAP ORANG ” 
- Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim 
sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Para 
Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun demikian berkaitan 
dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para 
Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri 
dalam menentukan pidana yang adil yang akan dijatuhkan pada 
diri Para Terdakwa, yaitu Majelis Hakim lebih mengutamakan 
penjatuhan pidana sebagai instrumen edukatif khususnya 
kepada Para Terdakwa agar tidak mengulangi kembali 
perbuatannya serta kepada warga masyarakat pada umumnya, 
agar tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain sehingga 
Majelis Hakim berharap dengan penjatuhan pidana tersebut 
akan tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat sesuai 
dengan tujuan hukum itu sendiri 
- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) 
Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f 
KUHAP perlu dipertimbangkan pula hal–hal yang dapat 
memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan 




Hal – hal yang memberatkan : 
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang tidak dapat 
mengendalikan diri untuk melakukan kekerasan secara tidak 
langsung dapat menimbulkan konflik yang juga berakibat 
timbulnya keresahan dalam masyarakat ; 
Hal-hal yang meringankan : 
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan; 
- Bahwa Para Terdakwa berterus terang mengakui 
perbuatannya ; 
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para 
Terdakwa dan saksi EBU ANAS selaku korban telah saling 
memaafkan ; 
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum 
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pertimbangkan 
dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan 
berhubungan dengan perkara Para Terdakwa, demikian pula 
setelah dipertimbangkan hal–hal yang memberatkan dan hal–hal 
yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak 
yang timbul sebagai akibat perbuatan Para Terdakwa maka 
hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah 
sudah tepat dan adil ; 
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 
ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang 
akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa akan dikurangkan 
seluruhnya dengan waktu selama Para Terdakwa berada di dalam 
tahanan ; 
Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Para 
Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin 
pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap 
dan karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama 
daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa 
serta berdasarkan alasan – alasan hukum yang sah sebagaimana 
diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf 
b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa 
tetap berada dalam tahanan. 
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Hakim dalam menjatuhkan putusannya mempertimbangkan juga 
dua hal dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
dimana tuntutannya tidak bertentangan dengan KUHP. Para terdakwa 
diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, dan karena 
Dakwaan pertama telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana maka 
hakim berpendapat bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan delik kekerasan yang dilakukan secara 
bersama-sama terhadap orang dimuka umum. Dakwaan pertama telah 
terbukti maka dakwaan kedua tidak dipertimbangkan lagi. 
2. Analisis Penulis  
Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana 
kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di 
muka umum maka hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. 
Menurut analisis penulis, Hakim dalam menjatuhkan putusan 
pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang diakukan 
secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum 
menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim 
yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam 
persidangan atau faktor-faktor yang terungkap didalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal 
yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat 
yuridis ialah sebagai berikut : 
81 
 
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; 
b. Keterangan saksi; 
c. Keterangan Ahli; 
d. Keterangan Terdakwa; 
e. Barang bukti; 
f. Pasal-pasal yang didakwakan dalam KUHP. 
Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam 
menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat 
nonyuridis. Pertimbangan non-yuridis ialah antara lain sebagai 
berikut; 
a. Akibat perbuatan terdakwa 
b. Kondisi diri terdakwa 
Terhadap perkara No. 223/Pid.B/2015/PN.WTP Majelis Hakim 
sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-
pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari 
aspek psikologis dan sosiologis. Pertimbangan-pertimbangan 
yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan 
konteks yang paling penting dalam putusan Hakim dan merupakan 
unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut 
telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-
pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar 
terhadap amar putusan Majelis Hakim. 
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Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan 
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Mjelis 
Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul 
dan merupakan konklusi kumulatif dan keterangan para saksi, 
keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa 
dipersidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan 
berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, 
penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai 
melakukan tindak pidana tersebut, kemudian bagaimanakah akibat 
langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa serta 
barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan 
delik tersebut. 
Berdasarkan pertimbanga-pertimbangan Majelis Hakim tersebut 
kemudian diperoleh fakta-fakta untuk selanjutnya dimusyawarahkan 
oleh Majelis Hakim dalam mengambil putusan. Selama 
pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan 
alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dan alasan 
pembenar bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga 
dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu 
bertanggungjawab atas perbuatannya dan oleh karenanya harus 
dinyatakan bersalah atas perbuatanya tersebut. 
Hanya saja dalam pemberian putusan walaupun hakim tidak 
menggunakan pasal 55 (delneming), hakim harus mampu melihat 
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peran dari masing-masing terdakwa dan hal-hal apa yang 
kemudian dilakukan oleh terdakwa I,II III dan IV dalam kasus 
tersebut. Ketika menitik beratkan keadilan kepada proporsionalitas 
dalam artian hukuman harus sesuai dengan apa yang telah 
dilakukan maka misalnya terdakwa IV yang dalam dakwaan jaksa 
penunut umum membenarkan hanya melakukan pendorongan 
kepada terdakwa. Yang diperkuat dengan hasil visum tidak ada 
luka yang ditinggalkan akibat dorongan yang dilakukan oleh 
terdakwa IV ASHARI BIN ARAS. 
Pada perkara Nomor 223/Pid.B/2015/PN.WTP ini Majelis Hakim 
memutuskan para terdakwa diberi hukuman 3 bulan 10 hari denga 
kesimpulan penulis menganggap adalah hal yang kurang tepat. 
Bisa saja hukuman yang diberikan bervariasi dan seharusnya 
diterapkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para 














Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan: 
1. Penerapan ketentuan Pidana terhadap tindak Pidana Kekerasan 
yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang di muka 
Umum dalam perkara putusan No 223/Pid.B/2015/PN.WTP 
didasarkan atas fakta-fakta hukum baik melalui keterangan saksi, 
keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga di 
dasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan 
Jaksa. Dalam kasus ini, Jaksa menggunakan Dakwaan Alternatif 
yaitu Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dua dakwaan 
yaitu, dakwaan pertama pasal 170 ayat (1) KUHP, ATAU dakwaan 
kedua pasal 351 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa 
penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 
4 (empat) bulan dikurangi selama mereka terdakwa dalam tahanan 
dengan perintah mereka terdakwa tetap di tahan. penulis 
berpendapat secara garis besar setuju dengan pasal-pasal yang 
digunakan untuk menjeraat para terdakwa. Namun   kuranglah 
tepat dengan menggunakan variable penerapan dakwaan yang 
menempatkan pasal 170 sebagai skala prioritas untuk hakim 
memutuskan hal tersebut. ketika ditelisik lebih dalam maka 
sebenaarnya berdasarkan keterangan yang dibenarkan oleh para 
85 
 
terdakwa memunginkan para terdakwa memiliki peran yang 
berbeda dalam kasus tersebut yang kemudian memungkinkan 
terdakwa dijerat menggunakan pasal dengan 351 yang di junto-kan 
dengan pasal 55. Sesuai dengan dakwaan yang diuraikan oleh 
jaksa penuntut umum. 
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana pada 
kasus kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap 
orang dimuka umum Pada perkara Nomor 223/Pid.B/2015/PN.WTP 
ini Majelis Hakim memutuskan para terdakwa diberi hukuman 3 
bulan 10 hari dengan kesimpulan penulis menganggap adalah hal 
yang kurang tepat. Bisa saja hukuman yang diberikan bervariasi 
dan seharusnya diterapkan sesuai dengan perbuatan yang 
dilakukan oleh para terdakwa I,II,III dan IV. 
  
B. Saran 
Adapun saran yang penulis berikan sehubungan dengan penulisan 
skripsi ini adalah : 
Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim bukan saja ditujukan bagi diri si 
pelaku tindak pidana, tetapi juga ditujukan dan diharapakan 
berdampak pada masyarakat pada umumnya, maka dalam 
menjatuhkan pidana Majelis Hakim diharapkan memperhatikan tujuan 
pemidanaan, sehingga masyarakat akan menyadari dan tahu bahwa 
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melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang ada. 
Majelis hakim juga di harapkan diharapkan memikirkan nasib 
keluarga korban kekerasan, jika mengetahui korban merupakan tulang 
punggung dalam keluarganya dalam suatu keluarga dengan 
memberikan sanksi denda kepada para tersangka yang di peruntuhkan 
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